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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai
berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf
dan tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba’ B Be
ت Ta’ T Te
ث Ṡa’ Ś s (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ḥa’ ḥ h (dengan titik dibawah)
خ Kha’ Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra’ R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص Şad Ş s (dengan titik di bawah)
ض Ḍad ḍ d (dengan titik di bawah)
ط Ţa Ţ t (dengan titik di bawah)

ظ Ẓa ẓ z (dengan titik di bawah)

ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q qi
ك Kaf K ka
ل Lam L el
م Mim M em
ن Nun N en
و Waw W we
ه Ha’ H ha
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ء Hamzah ‘ Apostrof
ي Ya’ Y ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدّین  Ditulis muta‘aqqidīn
عدّة Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah

terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni’matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1 Fathah + alif
جَاھِلیَِّةْ 

Ditulis Ā
Jaāhiliyyah

2 Fathah + ya’mati
یَسْعَى

Ditulis Ā
yas‘ā

3 Kasrah + ya’mati
كَرِیْمٌ 

Ditulis Ī
karīm

4 Dammah +
wawumati
فرًُوْضٌ 

Ditulis Ū
fur ūḍ

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
Dengan Apostrof
أأنتم : ditulis a’antum
مؤنث  : ditulis mu’anntaŚ

G. Vokal Rangkap

1 Fathah dan ya’ sukun
بیَْنكًُمْ 

ditulis Bainakum

2 Fathah dan wawu
sukun
فوَْقَكُمْ 

ditulis Fauqakum
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H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur’an
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang

mengikutinya

السیعّة : ditulis as-sayyi’ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شیخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

Hasanah, Felia Nur, 2024, Prosedur Mediasi Bagi Mediator Non Hakim
Terhadap Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Kabupaten Batang (Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi Di Pengadilan). Skripsi. Dosen Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.
Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Munculnya
PERMA No. 1 Tahun 2016 tentu akan mengurangi perkara yang masuk ke
pengadilan, guna untuk mendamiakan para pihak, akan tetapi pada kenyataannya
sampai saat ini perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Batang
masih banyak. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meniliti pelaksanaan
mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dengan menggunakan
teori PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah
sesuaikah dengan praktiknya Menurut Pasal 27,28 dan 30 Perma Nomor 1 Tahun
2016, keberhasilan mediasi dibagi 4 kriteria: 1) mencapai kesepakatan damai (2)
mediasi berhasil (3) mediasi tidak berhasil (4) mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan
pendekatan kualitatif yang bersumber data primer dan sekunder. Data dalam
penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, dan dokumentasi.  Sumber
data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni melalui
wawancara kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Batang.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi  data, penyajian
data dalam bentuk naratif, kemudian penarikan kesimpulan diambil dari hasil
reduksi data dengan mengacu pada tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediator non hakim
dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang
dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum,budaya kultur hukum, fasilitas
yang dapat mendukung keberhasilan dalam memediasi pada perkara perceraian.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator non hakim dalam
melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten
Batang dipengaruhi faktor agama, sosiologis dan psikologis.

Kata kunci : Mediator, Pengadilan Agama, Perceraian, PERMA no 1 tahun 2016.
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ABSTRACT

Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process
to obtain an agreement between the parties with the assistance of a mediator.
Provisions regarding mediation in court are regulated in the Republic of
Indonesia Supreme Court Regulation no. 1 of 2016 concerning Mediation
Procedures in Court. The emergence of PERMA no. 1 of 2016 will certainly
reduce the cases that go to court, in order to reconcile the parties, but in reality
until now there are still a lot of cases that go to the Batang City Religious Court.
This makes the author interested in examining the implementation of mediation in
the Batang City Religious Court using the theory of PERMA No. According to
Articles 27, 28 and 30 of Perma Number 1 of 2016, the success of mediation is
divided into 4 criteria: 1) reaching a peaceful agreement (2) successful mediation
(3) unsuccessful mediation (4) mediation cannot be carried out.

This type of research is empirical juridical research using a qualitative
approach sourced from primary and secondary data. The data in this research
was collected through direct observation techniques in the field, interviews and
documentation. The primary data source was obtained directly from the first
source, namely through interviews with non-judge mediators at the Batang
Religious Court. This research uses data analysis techniques in the form of data
reduction, presenting data in narrative form, then drawing conclusions from the
results of data reduction with reference to the research objectives.

The results of this research show that the success of non-judge mediators in
mediating divorce cases at the Batang Religious Court is influenced by legal
substance, legal structure, legal culture, and facilities that can support success in
mediating divorce cases. Factors that influence the success of non-judge
mediators in carrying out mediation in divorce cases at the Batang Religious
Court are influenced by religious, sociological and psychological factors.

Keywords: Mediator, Religious Court, Divorce, PERMA no. 1 of 2016
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang

melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral tidak berpihak kepada para pihak

yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “Mediator” atau “Penengah”,

yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam

menyelesaikan masalanya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil

keputusan. Ketertiban mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai

pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga

mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan

damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Mediasi harus lebih berdaya

guna dan mampu meningkatkan keberhasilanya dalam menyelesaikan sengketa

dengan perdamaian. Menurut Pasal 27, 28 dan 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016,

keberhasilan mediasi dibagi 4 kriteria 1) mencapai kesepakatan damai (2)

mediasi berhasil (3) mediasi tidak berhasil (4) mediasi tidak dapat

dilaksanakan.1

Berdasarkan rekapitulasi data mediasi perkara perceraian yang diterima

oleh Pengadilan Agama Batang sebanyak 301 perkara dan 254 perkara yang

tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi yang berhasil sebagian sebanyak 33

perkara dengan jumlah keberhasilan mediasi yaitu 14  perkara.

1 Samsul Bahri, Reformasi mediasi dalam sengketa Hati” (Yogyakarta: Kreasi Total Media,
2022),152.
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Para mediator di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan

perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Mediator turut serta dalam memberikan

solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami istri, apabila setelah

dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator

tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami

dan meminta maaf begitupun sebaliknya. Selain perintah undang-undang,

agama Islam menganjurkan menempuh jalur perdamaian bagi pihak yang

bersengketa. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab hakim pengadilan,

karena berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan

bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal

mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan

formalitas undang-undang belaka.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 lebih lengkap dan jelas apabila

dibandingkan dengan PERMA sebelumnya, ini menjadi sinyal positif bagi

lingkup peradilan untuk mengefektifkan mediasi terutama dalam perkara

perceraian. Upaya MA untuk mendayagunakan mediasi patut diapresasi, setiap

beberapa tahun perma tentang mediasi di pengadilan terus diperbaharui karena

MA menyadari bahwa keefektifan perma yang lalu tidak membuahkan hasil

yang optimal. Hal ini tentu mengharapkan adanya kemajuan atau dampak

positif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi. Bukan hanya dasar hukum yang

menjadi perhatian, penegak hukum dalam hal ini peran mediator sangat
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berdampak terhadap keberhasilan mediasi, namun di sisi lain mediator juga

memiliki hambatan dalam melakukan mediasi. Oleh karena itu, keberadaan

mediator adalah sangat penting dalam proses mediasi di pengadilan, sehingga

peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana proses mediasi yang di

laksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dan upaya dalam

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, dengan ini

menulis skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara

Perceraian Bagi Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten

Batang (Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama

Kabupaten Batang dalam perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan?

2. Bagaimana upaya mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi pada

perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dalam

perspektif PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan

Agama Kabupaten Batang dalam perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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2. Untuk mengetahui upaya mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi

pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dalam

perspektif PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

Pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima

nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat,

umumnya ada dua manfaat yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau

pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya,

khususnya bagi prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Secara praktis,

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta

pemahaman tentang upaya keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara

perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi, serta dapat menjadi sumbangan ilmiah yang bersifat praktis

sehingga dapat diambil hikmahnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari. Penulis juga berharap agar dari hasil penelitian memberikan

pengetahuan dan wawasan mengenai mediasi dalam pengadilan agama

khususnya di Pengadilan Agama Batang.
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E. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini, di

antaranya adalah:

Skripsi oleh Dede Anggraini Elda (2017) dengan judul “Efektivitas

PERMA nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”.2

Adapun hasil penelitiannya yaitu mediasi terkadang dilaksanakan sebagai

formalitas, pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa kemampuan mediator

dalam berkomunikasi yang kurang baik membuat para pihak tidak tergugah

hatinya, serta minimalnya strategi yang di pergunkan dalam memediasi para

pihak, selain itu keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga membuat

para pihak tidak memikirkan lagi bahwa perceraian adalah perbuatan yang

dibenci Allah SWT, serta kegagalan para pihak keluarga, untuk mendamaikan

membuat mediasi dilakukan sebagai formalitas. Hasil kedua para hakim

mediator sudah mengusahakan perdamaian dengan jalan yang dibenarkan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, seperti pelaksanaan kaukus dan penasehat yang

diharapkan dapat membuat para berpekaa damai dalam hal pengasuhan anak,

walaupun perecreaian tidak bisa digagalkan. Persamaan dari penelitian ini

adalah Membahas mediasi secara umum dan praktik, dan perbedaannya

Penelitian ter-sebut membahas segi mediasi hanya sebagai formalitas dan non

formalitas. sedangkan penulis, melakukan kajian lebih terfokus pada

pemaksimalan upaya mediasi sebagai Langkah penyelesaian masalah.

2 Dede Anggraini Elda, “Efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 tentang  prosedur mediasi
di pengadilan terhadap perkara cerai gugat di pengadilan agama kelas 1A Palembang”
(Palembang: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017),7.
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Penelitian tersebut menjelaskan factor-faktor keberhasilan mediasi. sedangkan

penulis, melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi

sebagai Langkah penyelesaian masalah.

Skripsi oleh Wildan Ubaidillah Al-Anshori (2014) dengan judul

“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perkara Perceraian

di Pengadilan Agama Jombang” 3. Hasilnya bahwa mediasi belum efektif

dikarenakan berbagai macam hal. Pertama adalah tingkat kesadaran pihak

berprekara yang rendah karena perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya.

Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara

dengan jalan damai. Kedua, peran hakim yang ditetapkan sebagai mediator

kurang dapat dimaksimalkan. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan

sebagai hakim memberikan dampak negative bagi mediasi yang dilakukanya.

Diperlukan adanya mediator non hakim ataupun mediator bersertifikat yang

lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses

mediasi. Adapun pengaruh hakim dalam keberhasilan mediasi hanya sepuluh

persen tersebut karena beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat

mediasi terkadang diselingi dengan gurauan kecil agar Susana tidak kaku.

Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama

dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang

berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman.

Persamaan dari penelitian ini adalah Membahas mediasi secara umum dan

praktik.

3 Wildan Ubaidillah Al-Anshori, “Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara
perceraian di Pengadilan Agama Jombang” (Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang,2014),9.
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Skripsi oleh Rahmiyat (2010) dengan judul “Pandangan Hakim Mediator

Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten

Malang”.4 Penelitian ini menitik beratkan pada pandangan hakim mengenai

keberhasilan mediasi. Menurutnya mediasi yang berhasil bukan yang

gugatanya dicabut dan rukun kembali, tetapi menerima putusan hakim juga

sudah dapat dikatakan berhasil. Berbeda dengan penulis yang menilai

keefektifan mediasi dilihat berdasarkan perkara yang dicabut dan rukun

kembali serta pengaruh hakim yang menentukan keberhasilan mediasi

berdasakan perkara yang dicabut dan rukun kembali. Persamaan dari penelitian

ini adalah Membahas mediasi secara umum dan praktik. Dalam penelitian

tersebut membahas pandangan hakim mediator. sedangkan penulis, melakukan

kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai Langkah

penyelesaian masalah.

Skripsi oleh Malinda Fitriana (2022) dengan judul “Tinjauan PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Mediasi Perkara Perceraian Oleh Mediator

Non Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo”.5 hasilnya menyatakan

bahwasannya upaya mediator non hakim dalam pelaksanaan mediasi di

Pengadilan Agama Ponorogo sudah sepenuhnya menjalankan prosedur mediasi

sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, ini menjadi dasar atau acuan pada pelaksanaan mediasi di

Pengadilan Agama Ponorogo. Ada juga faktor lain yang menghambat proses

4 Rahmiyat,”Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan
Agama Kota dan Kabupaten malang” (Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Malang,2010),11.

5 Malinda Fitriana,” tinjauan perma no.1 tahu n 2016 terhadap mrdiasi perkara perceraian
oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo”(Ponorogo: Skripsi Insitut Agama Islam
Negeri ponorogo,2022),6.
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mediasi yakni ketika pihak salah satunya dari suami atau istri sudah memiliki

calon dan cenderung mengarahkan pada kelanjutan proses persidangan. Akan

tetapi mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo terus berupaya agar

mediasi dapat menekan angka perceraian. Tahapan-tahapan prosedur mediasi,

ada tiga tahapan yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi, Tahap yang ketiga atau

terakhir ialah tahap dimana   mediator akan bertanya kembali keinginan dari

masing-masing pihak, apakah akan tetap melanjutkan niatnya untuk berpisah

atau membuat kesepakatan-kesepakatan atau akan mencabut perkaranya.

Setelah itu mediator akan melaporkan hasilnya kepada hakim pemeriksa

perkara. Persamaan dari penelitian ini adalah Membahas mediasi secara umum

dan praktik. Hanya focus terhadap bentuk upaya mediasi. sedangkan penulis,

melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai

Langkah penyelesaian masalah.

Skripsi oleh Rizky Kurniyana (2019) dengan judul “Tingkat

Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim di Pengadilan Agama

Purwodadi”.6 Hasil penelitiannya, bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan

Agama Purwodadi pada tahun 2019 dipimpin oleh mediator hakim dan

mediator non hakim.  Mediator hakim memimpin proses mediasi selama 4

bulan yaitu selama bulan Januari-April dan mediator non hakim memimpin

proses mediasi selama  8  bulan selama  Mei-Desember.  Selama kurun waktu

satu tahun terdapat 410 perkara yang wajib menempuh mediasi di mana 148

perkara dimediasi oleh mediasi hakim dan 262 perkara dimediasi oleh mediator

6 Rizky Kurniyana,” Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim Di
Pengadilan Agama Purwodadi”,(Semarangi: Skripsi Universitas Islam Sultan Agung,2019)8.
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non hakim.  Dari 148 perkara yang dimediasi oleh mediator hakim 3

diantaranya dinyatakan berhasil  artinya  tingkat  keberhasilan  mediasi  oleh

mediator  hakim adalah sebesar 2%. Sedangkan dari 262 perkara yang

dimediasi oleh mediator non 10 diantaranya dinyatakan berhasil dan 1 perkara

dinyatakan berhasil sebagian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama purwodadi yaitu faktor

mediator,  faktor  para pihak  dan keluarganya  serta  faktor  pola pikir

masyarakat.  Mediator menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan

mediasi terkait sikap optimistis dan keterampilannya dalam memimpin

mediasi. Para pihak yang memiliki itikad baik dan motivasi tinggi untuk

menyelesaikan sengketa melalui  mediasi  juga  berpeluang lebih besar untuk

berhasil menjalani proses mediasi terlebih lagi apabila mendapat dukungan dari

keluarga agar menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi. Selain kedua

faktor   tersebut   faktor   pola   pikir masyarakat   juga   berpengaruh pada

keberhasilan mediasi.   Pola   pikir   tersebut   berkaitan   dengan   cara

masyarakat memandang  seorang  mediator.  Hal ini berdampak pada

keberhasilan   mediasi   karena   apabila   para   pihak/masyarakat   menarik

perhatian  yang  besar  terhadap  kehadiran  mediator  maka  peluang

keberhasilan mediasi  lebih  besar,  begitupun  sebaliknya  apabila  para  pihak

tidak  menaruh perhatian pada mediator maka kemungkinan mediator berhasil

lebih kecil. Persamaan dari penelitian ini adalah Membahas mediasi secara

umum dan praktik. Objek penelitianya pada Hakim mediator dan mediator non

Hakim, sedangkan penulis hanya mediator non hakim saja
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Berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa penelitian relevan diatas,

penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang diatas

dan tidak ditemukan penelitian yang serupa. Melihat persamaan dan perbedaan

yang ada dalam tabel tersebut, semakin jelas persamaan dan perbedaannya.

Maka temuan baru (novelty) penelitian ini akan memfokuskan kepada mediator

non hakim, fokus bahwa mediator sebagai Langkah penyelesaian dalam

perkara perceraian, pun dalam penelitian nantinya, akan dicari bagaimana

strtategi mediator non hakim dalam penanganan perkara perceraian di

Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Mediasi dalam Sistem Hukum Islam

Hukum bukanlah sekedar peraturan yang dijadikan instrument untuk

tujuan tertentu, tetapi merupakan keseluruhan tradisi, obyek pertukaran nilai

yang tumbuh dalam masyarakat.7 Di Indonesia pengaturan dan pengunaan

mediasi sebagai salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa dapat

ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan atau konteks

sengketa. Pada bagian berikut diuraikan pengaturan dan pengunaan mediasi

dalam berbagai rezim undang-undang atau pengaturan kebijakan dan dalam

berbagai konteks sengketa.8

Selama ini Pengadilan dikenal sebagai lembaga yang memiliki fungsi

penyelesaian sengketa atau perkara dengan cara memutus. Fungsi

7 Arief Sidarta,”Refleksi tentang Hukum”,terj.Karya JJH. Bruggink,(Bandung:Citra Aditya
Bakti,1999)140.

8 Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan
Perbutuan(LN Tahun 1957 No.42)
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Pengadilan seperti ini dapat dikatakan berlaku di semua Negara. Namun,

pada pekembangan beberapa tahun terakhir banyak Negara mengintergrasi

mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa ke dalam proses Pengadilan

seperti Amerika Serikat, Singapura dan Australia. Sistem hukum Indonesia

melalui pemberlakukan PERMA No, 2 Tahun 2003 yang kemudian

digantikan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian digantikan oleh

PERMA No 1 Tahun 2016 juga telah mengintergrasi mediasi sebagai upaya

mendorong perdamaian ke dalam system berperkara di Pengadilan. Oleh

sebab itu, Pengadilan juga dapat dilihat sebagai lembaga yang memiliki

fungsi mediasi atau perdamaian.

Salah satu ciri profesionalisasi mediator adalah kebutuhan dan

sertifikat, yaitu kemampuan mediator secara formal dibuktikan dengan

kepemilikan sertifikat. Sertifikat merupakan bukti formal tertulis bahwa si

pemilik sertifikat telah mengikuti pelatihan atau pendidikan dan memenuhi

syarat.

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Lawrece M. Friedman adalah Hukum

diasumsikan mengadung ide atau konsep yang meliputi falsafah,

asas,norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat.9 Teori yang mengkaji dan

menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori

9 Lawrence Friedman,”The Legal system: A social Science Perspective (New York: Russel
Sage Foundation,1986)hlm.42.
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efektifitas hukum yang meliputi:10 Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum,

Kegagalan dalam pelaksanaannya, Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang

dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah

mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan

dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan

hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat

dalam masyarakat melaksanakan aturan hukum tersebut. Kegagalan dalam

pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan

tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.

Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh

dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang

mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek

kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum,

struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan

berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat

maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

1. Substansi Hukum, keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas

hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan

pengadilan.

10 Hans Kelsen,”Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”,(Bandung: Nusa
Media,2006),39.
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2. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada

beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para polisinya,

Kejaksaan dengan para jaksanya, Pengadilan dengan para hakimnya, dan

lain-lain.

3. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-

keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari

penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan

berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

4. Fasilitas hukum, yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk

menyelesaikan berbagai perkara.

Untuk mengkaji keberhasilan mediasi, Teori friedman ini tepat untuk

menjelaskan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mediasi untuk

menyelesaikan sengketa. Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang

relavan dengan fungsi hukum sebagai penyelesaian yang juga dikemukakan

steven Vago.11

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan

dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat,

11 Lawrence M. Friedman, Amweican Law (New York: Norton & company),1984,hlm.5-6.
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maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai

penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum

yang diambildari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan

hukum atau lembaga pemerintah.12

2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan penelitian kualitatif,

yang menurut M Djunaidi Ghony & Fauzan al manshur dalam bukunya

yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa

penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir

induktif.13 Penelitian ini menggunakan data hasil observasi dari Pengadilan

Agama Batang mengenai strategi mediator non hakim dalam penanganan

perkara perceraiain.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek yang mana data dapat di

perolehdan berdasarkan sumber pengambilanya maka data dibagi kelompok

menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber

pertama. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara kepada

mediator non hakim yang kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan

peneliti.

12 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT. Mataram University Press),
hlm 83

13 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, “Metodologi Penelitan Kualitatif Edisi
Revisi” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 125.
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b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai pelengkap

untuk menguatkan data yang sudah ada sebelumnya misalnya jurnal,

buku cetak, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan keberhasilan

mediator non hakim, ada 2 bahan hukum antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer merupakan

data yang diambil dari sumber langsung dan PERMA No 1 tahun

2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder diartikan

sebagai data yang digunakan sebagai pelengkap untuk menguatkan

data primer bersumber dari buku, penelitian terdahulu, karya tulis

ilmiah yang berkaitan dengan keberhasilan mediator non hakim dalam

perkara perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dan data dalam

penelitian ini adalah :14

a. Wawancara

Melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada informan atau

narasumber yang dianggap menguasai pengetahuan terhadap objek kajian

yang diteliti.

14 Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, “ Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris”, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 75.
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b. Dokumentasi

Hasil wawancara akan lebih akurat dengan adanya dokumentasi

pada saat meminta data tentang mediator non hakim di Pengadilan

Agama Batang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik menyusun dan mencari data dari hasil wawancara dengan

melihat skala prioritas dalam mempelajari dan cara membuat kesimpulan15.

Menurut Miles dan Huberman dalam analisis interaktif ini harus ada tiga

komponen:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu penyerderhanan data melalui seleksi, untuk hal

yang lebih khusus agar memudahkan dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data kegiatan penyusunan informasi yang sudah

diperoleh, untuk penyajian informasi sehingga mendapat kesimpulan dan

mengambil analisis penyajian data dengan menguraikan seluruh data

yang diteliti.

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan akhir dari hasil reduksi data dan menerapkan rumusan

masalah. Sesuai hasil yang telah didapat, di susun dan dibandingkan

15 Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif”,(Solo: Cakra Books, 2014), 58.
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dengan data lain guna memberi kesimpulan dari rumusan masalah yang

ada.16

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi

sistematika pembahasan dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa

sub bab. Masing-masing ada keterkaitan atau relevansinya dan terpadu dalam

suatu bab pembahasan. Adapun sistematika pembahan skripsi ini, secara garis

besar digambarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang

relevan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II Landasan Teori, Teori Efektifitas hukum. pada bab ini

membahas mengenai teori efektifitas hukum yang dikaitkan dengan prosedur

mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

BAB III Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, Memuat

pembahasan tentang profil Pengadilan Agama Kabupaten Batang, berupa data

umum dan data khusus dari hasil penelitian  dan penjelasan prosedur

pelaksanaan mediasi  di Pengadilan Agama Kabupaten Batang.

BAB IV : Analisis Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama

Kabupaten Batang, Memuat analisis mengenai data-data yang diperoleh

penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, dan kemudian di analisis

dengan teori yang penulis pakai yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016.

16 Ahmad Rijal, “Analisis data Kualitatif”,(t.tp: Jurnal Alhadharah Vol.17, No.33, 2018),
43.
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BAB V :  Penutup, sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dari

rumusan masalah yang merupakan hasil maksimal dari pembahasan skripsi ini.

Selain itu memuat saran-saran sebagai konstribusi penulis terhadap

permasalahan yang dibahas.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah

dibahas oleh penyusunan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang secara umum

sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 01 Tahun 2016 tetang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan

proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di

Pengadilan Agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan, mulai dari

tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi. Kecuali pada tahap

pramediasi, ada yang membedakan dengan ketentuan PERMA No. 1

tahun 2016 yaitu penunjukan mediator yang seharusnya di tunjuk oleh

para pihak, di Pengadilan Agama Kabupaten Batang yang menunjuk

mediator adalah Majelis Hakim yang mana sudah terjadwal di Pengadilan

Agama Kabupaten Batang. Namun hal ini tidak bisa dikatakan sebuah

pelanggaran, dikarenakan Hakim juga mengedepankan asas yang melekat

yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya murah.

2. Upaya mediator dalam keberhasilan mediasi pada perkara perceraian  di

Pengadilan Agama Kabupaten Batang sudah sesuai dengan PERMA No.

1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan. Terlihat bahwa

mediator non hakim berusaha semaksimal mungkin dalam usaha
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mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika mediator

memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan, mencarikan

solusi-solusi dan mengadakan pertemuan secara terpisah (kaukus), sampai

mediator melaporkan hasil dari mediasi ke Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara.

B. Saran

1. Perlu adanya tindakan lanjutan dari Mahkamah Agung mengenai mediasi

dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi hakim mediator, karena

mengingat masih banyak hakim yang belum bersertifikat.

2. Perlu adanya tindak lanjut mengenai sarana dan prasarana di Pengadilan

Agama Kabupaten Batang, agar dapat meningkatkan keberhasilan

mediasi, dengan keadaan yang nyaman dan mendukung dalam proses

mediasi.

3. Perlunya tindak lanjut dari pihak fakultas syariah untuk mengadakan

pelatihan mediasi bagi mahasiswa syariah guna mempersiapkan lulusan

yang siap kerja di lingkungan peradilan.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar dan Ijin Penelitian



Lampiran 2 Transkip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Batang

Nama : Miqdam Yusria Ahmad

Hari: : Rabu, 21 Februari 2024

No. Pertanyaan Jawaban
1. Bagaimana proses mediasi

perkara perceraian?
Persiapan, mengidentifikasi para
pihak, membahas usulan-
usulanya dan menuliskan hasil
kesepakatanya.

3. Bagaimana Upaya yang
dilakukan  agar mediator
berhasil dalam menanggani
mediasi pada perkara
perceraian?

Lebih banyak menggali hal-hal
yang belum ada di gugatan,
bertanya kepada para pihak untuk
mengeksplor kebutuhanya supaya
para pihak nyaman, mengarahkan
pembicaraan yang positif untuk
hubungan kedepanya.

3. Apa saja factor pendukung dan
penghambat mediator dalam
melakukan mediasi pada perkara
perceraian?

Yang menghambat itu ketidak
mauan para pihak untuk berterus
terang dan factor pendukungnya
ketika para pihak masih mau
terkait harapanya, kebutuhan itu
biasanya berhasil, dan adanya
kemauan para pihak untuk
mediasi lanjutan.

4. Apakah Prosedur Mediasi yang
dilaksanakan di Pengadilan
Agama Kabupaten sudah sesuai
dengan PERMA No. 1 Tahun
2016?

Prosedur yang dilaksanakan di
Pengadilan Agama Batang sudah
seuai dengan prosedur yang ada di
PERMA, anamun ada sedikit saja
yang tidak sesuai seperti masalah
efisiensi waktu.



Nama             : Kholil Sa’id, M.H.I

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Februari 2024

No. Pertanyaan Jawaban
1. Bagaimana proses mediasi

perkara perceraian?
Mereka datang keruang mediasi,
mediator menanyakan kondisinya
dan menanyakan sudah siap
untuk mediasi atau belum,
kondisi dan siatuasi se enjoy
mungkin dan menanyakan satu
persatu.

3. Bagaimana upaya yang
dilakukan agar mediator
berhasil dalam menanggani
mediasi pada perkara
perceraian?

Sebisa mungkin mediator
diberikan waktu yang cukup
untuk mediasi, dan mediator
harus mencari cela untuk
merukunkan mereka.

3. Apa saja factor pendukung dan
penghambat mediator dalam
melakukan mediasi pada perkara
perceraian?

Untuk factor pendukung yaitu
masalah ekternal keluarga belum
terlalu parah, adanya kemauan
dari para pihak untuk
memperbaiki, durasi yang cukup
untuk mediasi, factor
pengambatnya sebaliknya.

4. Apakah Prosedur Mediasi yang
dilaksanakan di Pengadilan
Agama Kabupaten sudah sesuai
dengan PERMA No. 1 Tahun
2016?

Sudah sesuai dengan PERMA No.
1 Tahun 2016



Nama             : Jumailah

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Maret 2024

No. Pertanyaan Jawaban
1. Bagaimana proses mediasi

perkara perceraian?
Sebelum  melakukan pesidangan
para pihak harus melakukan
mediasi terlebih dahulu,
berkasnya masuk selanjutnya
mediator panggil para pihak yang
berpekara bersama-sama,
mediator menjelaskan bahwa
mediator hanya bias
menjembatani adapun solusi dari
mereka yang berperkara

3. Bagaimana upaya yang
dilakukan agar mediator
berhasil dalam menanggani
mediasi pada perkara
perceraian?

Keberhasilan bisa dibaca, ketika
para pihak ada keraguan adanya
gugatan untuk gertakan biasanya
adanya perubahan sikap dari
pasangan, kebahagiaan rumah
tangga yang belum tercapai jadi
ada suatu protes yang sebanrnya
itu positif.

3. Apa saja factor pendukung dan
penghambat mediator dalam
melakukan mediasi pada perkara
perceraian?

Faktor pendukungnya yaitu solusi
dari pihak yang berperkara, dan
factor penghambatnya itu sudah
lama berpisah dan punya ego yang
tinggi untuk tidak ingin bersama
kembali.

4. Apakah Prosedur Mediasi yang
dilaksanakan di Pengadilan
Agama Kabupaten sudah sesuai
dengan PERMA No. 1 Tahun
2016?

Sudah sesuai prosedur Perma tapi
ada beberapa mediator
mempunyai prosedur sendiri kaya
misalnya efisiensi waktu dan
Kaukus.



Nama             : Ekky Falah Setiani

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024

No. Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana proses mediasi

perkara perceraian?

kedua belah pihak juga hadir, di

minggu pertama itu mediator

langsung mediasi yang diawali

dengan Tanya kabar, dan

menanyakan nama juga basa basi

dulu, selanjutnya mediator

menanyakan permasalahan.

harapan kedua belah pihak yang

ber perkara seperti apa ketika

sudah mengungkapkan harapanya

atau ke khawatiranya, kedua

belah pihak menuliskan

kekhawatirnya dan  menuliskan

kesepakatan yang disepakati oleh

kedua belah pihak dan mediator

juga membacakan ulang hasil dari

mediasi tersebut.

3. Bagaimana upaya yang

dilakukan agar mediator

berhasil dalam menanggani

mediasi pada perkara

perceraian?

Mediator harusmengelola emosi

dan menanta hati agar tidak ikut

emosi yang menyebabkan tidak

netralnya dalam memediasi.,

komunikasi harus baik dengan

clien, mendengarkan clien dengan

baik dan menyampaikan

kesimpulan.

3. Apa saja factor pendukung dan

penghambat mediator dalam

Factor yang mendukung ialah

emosi para pihak, lingkungan (ada



melakukan mediasi pada perkara

perceraian?

advokat yang ikut campur)

sedangkan yang mengambat itu

emosi yang tidak terkontrol dan

tidak hadirnya para pihak

4. Apakah Prosedur Mediasi yang

dilaksanakan di Pengadilan

Agama Kabupaten sudah sesuai

dengan PERMA No. 1 Tahun

2016?

Sudah sesuai.



Lampiran 3 Dokumentasi
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